
Menimbang: a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan dalarn Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sehingga dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun Anggaran 2018, maka Bupati perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa 
oleh Badan Perneriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018t 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2018 

NOMOR .3 TAHUN 2019 

BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Tahun Anggaran 2018; 

Mengingac: 1. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Nega.r, Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);µ 



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmorintnhan Dacruh [Lcrn haro n llt:f'.'•r:, 1,,;rn1blik lwi,.rv:·,.;; 

Tahun 2014 Nomor 244·, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indoncni» N1>rnr,T :,;ik-/) ,,':f,;w_;,11r,;;,r,,, 11:!;;h 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undung Numor 9 Tuh un '.WIS l1;nu,ni'. f'1:rub:,h,,n r.':<;u;, l·.r.:,:. 
Undang-Undang Nornor 23 Tahuri 201'1 tcntang Pcrncrintahun Ducra h (Lcmbaro n N<:l'i,r;, Pt:f) blik fmhnr:· .. ;; 

Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor SIS79); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Lcnlang Kcdudukan Prot okolcr dun Kr:u;,n,;bn l'impin;,:1 d;;n 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara l<cpulJlik Indonesia Tah un 20(J1 tiorrv»r c,ri, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416). scbagairnana tclah diuhah bdJ':rap;, b,li lf:r;,,-:'.-,,r 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Kclig;, rw,~ h:r::wr,,n Pr:rr,,:rir t;,'.-, 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang I<edudukan Protokoler dan Keuariga n Pirnpinan dan Anf_'.g<,t;, Dr:w;,n Per113kil;,n 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Numor 47, Tarnbahan Lcrnberan :ir:g;,r;; 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan J<cuangan Bad an Layarian Urn um (Lerr, b;,,ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndr,ne.:,i;.; .\Jr,ru'>; 

4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacra h [Lcrnba ran Negara Rcpublik Iridor.ccia 
Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang lnformasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara R':publiv. 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penvusurian dan Penerapan Sta.ndar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Ne~a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l SO, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585);~ 



18. Pcraturan Pcrncrinl.oh Nomor 8 Tah un 2(;06 tcntang Pclaporan Kr:uangan dan Kinerja lnst.ansi Pemerintah 
[Lcrnbaran N<:g;,ra Rcpuhlik Jndr,r11::iia Tahun 201J6 Norn0r 25, Tambahan Lcrnbaran Nega.ra Republik Indonesia 
Nomor 4fi J 4); 

19. Pera tu ran Pcrncrintah Nornor 3~ Ta hun 2007 11:nl.ang Pcmbagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerincah, 
Porncrintahan Dacrah Provins: dan l'crnerint;;han Dacrah Kabupatcn ZKota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Re puhlik Indonesia Nomor 4737); 

20. Pcraturan Pemcrintah Nomor 7 I Tah un 20 IO tcniang Standar Akuntansi Pernerintah (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tah un 20 JO Nomor 123, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51651; 

21. Pcra turan Pcmcrintah Nornor J 2 Tahun 2017 tcntang Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcrncrintahan Daerah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 73, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6041 ); 

22. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pcngelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 20 J 9 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

23. Pcraturan Mcnleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teruang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
scbagaimana Lelah diubah bcberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
201 l lentang Pcrubahan Kedua Alas Pcrat.uran Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 201 I tentang Pcdoman Pcmberian Hibah dan Banruan Sosial 
yang bersurnber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah, sebagai.mana Lelah diubah beberapa kali, 
terakhir dcngan Peraturan Meriteri Oalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua At.as 
Peraturan Menleri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pcmberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bcrsumber dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah; 

25. Pcraturan Menlcri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerincaha.n 
Berbasis Akrual pada Pernerintah Dacrah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Surnba Timur Nomor 1 Tahun 2005 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan\ 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lernbaran Daer~ 



Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
- 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali' terakhir deng~ Peraturan Daerah kabupaten Sumba Timur 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 151); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Nomor 198); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 199); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sumba Timur 'Tahun Anggaran 2018 (Lernbaran Daerah Kabupaten Surnba Timur Tahun 
2017 Nornor 58 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 718); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Tahun 2018 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 752)t 



Dalarn Pe rat.ure n Dacrah ini yang dirnaksud dengan : 
I. Dacra h adalah Kabupa tcn Sumba Timur 
~- Pcrncrintah Dacrah adalah Perncrin tah Kabupaten Sumba Timur 
3. Bupati adala h Bupati Surnba Timur 
4. Sckrctar is Dacrah yang sclanjutnya disingkat Sekda adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Sumba Timur 
5. /,nggarnn Pcndapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapalan dan Belanja 

Dacrah Kabupatcn Sumba Timur. 
6. Pcndapatan Dacrah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pcriarnbah nilai kekayaan bersih. 
7. Bclanja Dacrah adalah kcwajiban Pcmerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
B. Surplus Anggaran Dacrah adala h selisih Jebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
9. Defiait Anggaran Daerah adalah sclisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
10. Pcrnbiayaan Dacrah adalah scmua per.erimaan yang perlu dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kcmbali, baik pa.da tahun anggaran yang bcrsangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.~ 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

M(;n(;i.:,pbJn: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018. 

MEMUTUSKAN : 

dan 

BUPATI SUMBA TIMUR 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Dcngan Pcrsctujuan Bcrsama 



80.025.756.891, 11 
0.001 

80.025.756.891, l llJ 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 
pembiayaan neto 

Pasal 3 

La po ran rcalisasi anggaran lahun anggaran 2018 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a sebagai berikut : 
a. pendapatan Rp. l.087.356.615.021,35 
b. belanja dan Transfer Rp. l .137.758.246.152.50 
c. surplus/defisit (Rp.. 50.401.631.131,15) 
d. pembiayaan 

Pnsol 2 

(I) l'crtnngg11111"tinw11l>n11 pclnksuunun t\1'01) hcrupn lnporun kcuangun rncrnuut : 
n, lnporun rcnlisnsi n11gg11ru11; 
b. IL1porn11 pcruhuhnn snklo nnggnrnn lcbih; 
c. lnporun opcrusionul; 
d. lapornn pcrubnhnu ck uitns: 
c. ncrucu; 
r. lnporun nrus kns; dan 
g. catutun alas lapora n kcuungan, 

(2) Laporun kcuangan scbagairnana dimaksud pada ayat (I) dilampiri dengan laporan kincrja dan ikhtisar laporan keuangan 
Badan Usahn Milik Dacrah/Pcrusahaan Daerah. 

DAD II 
RUANO LINGKUP 

11. Sisu l.cuih l'<'rhi11111w111 t\11g1~11rn11 y1111µ. scl1111j11t11y11 disingl<nt Sil,Pt\ uduluh Rdisih lcbih rculisusi pcncr irnaan dun 

pcng iluuruu 11111',f!.llnlll scln11111 s11t11 p 'l'indc nni;g11rn11. 



Ro.80.025.7_56.891.11~ 
Rp. 1.931.072.351,00 selisih lebih/ (kurang) 

1. realisasi 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 1.931.072.351,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 78.094.684.540, l l 

0,00 Rp selisih lcbih/ (kurang) 
0,00 Ro. 2. realisasi 

Pasal 4 

Uraian laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 43.762.420.817, 18) dengan rincian sebagai berikut : 
I. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. l.131.119.035.838,53 
2. realisasi Rp. l.087.356.615.021.35 

selisih lebih/(kurang) · (Rp. 43.762.420.817,18) 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp. 71.455.474.226, 14) dengan rincian sebagai berikut: 
l. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp. ! .209.213.720.378,64 
2. realisasi Rp.l.137.758.246.152,50 

selisih lebih/(kurang) (Rp. 71.455.474.226,14) 
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/de!isit sejumlahRp. 27.693.053.408,96 dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran Surplus/delisit setelah perubahan (Rp. 78.094.684.540, l I) 
2. realisasi Surplus/ defisit setelah perubahan (Rp. 50.401.631.131,15) 

selisih lebih/(kurang) Rp. 27.693.053.408,96 
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.931.072.351,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 78.094.684.540,l l 
2. realisasi Rp. 80.025.756.891. I l 

selisih lebih/(kurang) Rp. l.931.072.351,00 
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran pengeluaran pernbiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 



ekuitas awal a. 
2.243.436.018.691,601 

80.062.561.908,5~ 
Rp. 

Rp. surplus/ defisit laporan operasional b. 

Laporan pcrubahan ekuitas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut 

Pasal 7 

Rp. 974. 799.433.527,35 

Rp. 903.835.490.607 ,90 

Rp. 70.963.942.919,45 

Rp. 9.098.618.989,10 

Rp. 80.062.561. 908,55 

Rp. 0,00 

Rp. 80.062.561.908,55 

Laporan Opcrasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desernber tahun 2018 sebagai berikut : 

a. pendapatan 
b. bcban 
c. surplus/Defisil duri Kcgiatan opcrasi(a-b) 
d. surplus/Defisit dari Kcgiatan Non operasional 

e. surplus/ Defisit sebelum pas Luar Biasa(c+d) 

f. jurnlah Pas Luar Biasa 
g. surplus/ defisil la po ran operasionalle+f) 

Pasal 6 

f. 
c. 

c. 
b. 
n. Rp. 76.654.248.933,11 

tahun berjalan Rp. 79.942.435.405, 1 l 

Rp. 29.624.125.759,96 

Rp. 0,00 

Rp. 3.288.186.472,00 

Rp. 29.624.125.759,96 

su ldo nnggnrau lcbih nwnl 
penggunuan snldo anggaran lcbih scbagai pcncrimaan pernbiayaan 

sisa lcbih/kurnng pernbiayaan auggaran (SiLPA/SiKPA) 
korcksi kcsnlnhan pcmbukuau tahun sebclumnya 

luin-ln in 
snldo nnggnran lcbih akhirta-b+c+d+c] 

d. 

Pasal 5 

L;.1punu1 pcrubnhnn snldo nnggnnm lcbih scbagairnann dimaksud dalam Pasal 2 ayal (I) huruf b per 31 Desember tahun 2018 

sdmgni bcrik ut : 



71.J 1 .889.592,00 
1.731.191.911.J,00 
2.748.817.117,00 
3.496.812.844 .o~ 

3o.366.015.35 t,96L 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

l~p. 8.293.972.2'17,UO 
(Rp '12.02<1.:337 .:J98, I 5) 
Rn. 6:l.529.1<18.878, 1 J 
Rp, 21.50'1.811.479,96 
Rp. 142.492.'1·05,00 

d. arus kas bersih dari akt.ivita s tr an sjtori s 
e. kenaikan/penurunan kas (a+b+c+d) 
f. saldo awal kas BUD 
g. saldo akhir kas di BUD (c+!) 
h. kas di bendahara pengeluaran 
i. leas di bendahara penerimaan 
j. saldo akhir kas di BLUD 
k. saldo akhir kas di FJ<TP 
I. saldo akhir di Dikdkas Negeri (BOS APBN) 
m. saldo akhir kas (g+h+i+j+k) 

Pnsnl 9 

Laporan arus leas sebagaimana dirnak sud dalarn Pnsnl 2 aynt ( I) huruf f per :11 Dr:scmlx;r tuhun 2018 scbagai bc;rikul: 
a. arus kas bersih dari aklivitas opcrasi l~p. I 'J!'i.826.753.071,35 
b. arus leas bersih dari aktivita s invcslasi (l{p. 2'1G.228.:18'1 .202,50) 
c. arus kas bersih dari aktivita s pcndanaon Rp, 83.:121 .'186,00 

2.05fl.98'1 .(,68.50!),f, I Rp. 

J3.p_. __ 2.0t\lJ.?[fil6().Hll:1, I I 

b. jumlah kewajiban 

c. jumlah ekuitas 

d. jumlah kcwajiban clan ekuitas (b+c) 

It\ .77'7.70 I .'/0'),,!iU l~p. 

P1,Rul 8 

Neraca sebagaimana climolcsud clulnmPnsnl 2 11ynt ( I [lu in if' r: 11,,,. '.\ I lknr:11 ,111,r 1,t1,u11 20 I 8 :ii.:1Jug11i bcrikui 

a. jumlah asel l~p. ?..O!'iB.'Jll'J J,1,H.!~,o.,/, I 

(l{p,_ _ :.q.'._J.;l._'.!J.,_1,_I :1.'/1)7,!li] 

l~p. :l..U'11l.?.Ou.1J6(J.8U:1, I I d. 

d ampak kurnulnuf pcrubnhnn lwhij11knn/lwn111ro111111 1111:11111111111· 

ekuitas akhir (a+b+c] 
c. 



5. Lampiran 1.5: 

6. Lampiran 1.6 : 

7. Lampiran 1.7: 

8. Lampiran 1.8: 

9. Lampiran 1.9: 

Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 
1. Larnpiran 1.1: Ri.ngkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

2. Lampiran 1.2: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 
3. Lampiran 1.3: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 
4. Lampiran 1.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan kcterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalaro kerangka pengelolaan keuangan negara; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset_ tetap daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akh.ir tahun dan dianggarkan kembali dalarn 

tahun anggaran berikutnya; 

10. Lampiran 1.10: Daftar dana cadangan daerah; dan 

11. Lampiran 1.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daeraht 

a. 

Pasal 11 

Pertanggunaiawab lak · · d oJ an pe sanaan APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalarn larnpiran I sarnpai engan 
larnpiran VII yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari PeraturanDaerah ini, yang terdiri dari : 

Pasal 10 

Catatan atas laporan k · _ euangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf g tahun anggaran 2018 memuat infonnasi 
baik secara kuantitatif 1 . . maupun cualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 



Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelak.sanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanrngjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati 

Pasal 13 

Lampiran laporan keuangan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebaga.imana tercantum daJam lampiran Vlll 
dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum; dan 

b. Ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 12 

b. Lampiran lJ : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

c. Lampiran Ill : Laporan Operasional. 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Lampiran V : Neraca 

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; dan 

g. Lampiran VII : Catalan alas laporan keuangan. 



V,EMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3/ 
NOMOR P.EGISTRASI PERATURAN DABRAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: O~:;l.0/,5 

Diundangkan di Waingapu 
P. .:23 ~r-,uir::, 

AERAH '-t 
MBATJMUR, 1 

i( 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada LanggaJ diundangkan. 
Agar scliap orang mcngetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini derigan penempacannya d.alarn 

Lembaran Daerah Kabupalcn Sumba Timur. 

Pasal 14 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 



Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukup jclas~ 

II. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 

_ Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme rin tahan Daerah.sebagaimana relah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 te ntarig Perubaha.n Ked u a Atas Undang­ 
Undang Nornor 23 T2hun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah, mernberi keweriangan yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab untu.k memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggara an pemeriritahari, pernbangunan 
dan pelayanan kemasyarakaran, dan dengan beral.;:hirnya Pelaksanaan Anggaran Pe ndapata,n dan Belanja Dae..----a.h 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 20i8, m aka Bupatiperlu mengajukan lapor an keuarigan yang tetah dipe riksa 
oleh Sadan Pemeriksa Keuangan sebagai Pertariggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Peridapatari dan Bela.nja Daerah 
Kabupaten Surnba Timur Tahun Anggaran 2018. 

Untuk. menindak lanjuti Peraruran Pemerirrtah Nornor 58 Tahun 2005 teritang Pengelolaan Keuarigan Oaera.h dan 
Peraruran Memeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran Memeri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubanan 
Kedua Atas Peracuran Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tah un 2006 centang Pedoman Pengelolaan Keuarrgan Daerah. rnaka 
sangac perlu melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Surr:ba 
Timur Tahun Anggaran 2018 yang d..isesuaikan dengan ke tenruan Peraruran Perundang-undangan. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUM.BA TIMUR 
NOMOR 2, TAHUN 2019 

TENT ANG 
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Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukupjelas 


